BAB V

KESIMPULAN

Akhimya, penulis dapat menyimpulkan bahwa, berawal dari tahun
1918 hingga sekarang perlintasan manusia di wilayah Sulawesi Utara ke
Mindanao Selatan, Filipina masih terjadi. Terbukti dengan adanya 5335 orang
WNI pada bulan oktober 2013 di wilayah kerja KIRI Davao City. Para WNI
pergi ke Mindanao Selatan menggunakan alat angkut kapal reguler (kapal
penumpang) dan kapal tradisional atau kapal nelayan untuk menyebrang ke
Mindanao Selatan, Filipina. Tetapi sayangnya para WNI ini masih melintas
secara ilegal, dimana mereka tidak menggunakan mekanisme yang telah
ditentukan. Seperti Masuk tidak sah, tinggal atau berada tidak sah. Masuk
tidak sah, tinggal atau berada sah. Masuk szh, tinggal atau berada tidak sah.
Dan masuk sah, tinggal dan berada sah.

Para WNI tersebut sebenarnya pergi ke Filipina dikarenakan beberapa
motif, yaitu motif ekonomi, motif keagamaan, dan motif sosial kebudayaan.
Dimana sesuai dengan HAM dunia, setiap orang berhak mendapat‘kan
perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, mendapat layanan dan
perlindungan hukum, berhak menentukan, memilih dan mendapatkan
pendidikan, memiliki kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-
pindah tempat dan memiliki kebebasan untuk memilih, memeluk, dan
menjalankan agama dari kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang

paling penting bagi para WNI tersebut menginginkan kesejahteraan khususnya
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dalam bidang ekonomi. Hal ini sangat sesvai dengan Pull and Push Theory,
dimana adanya pull factor yaitu negara Filipina dengan berbagai faktor dari
faktor penarik, diantaranya yaitu adanya perubahan kesejahteraan dalam
ekonomi dan kebebasan dalam menganut agama mereka menjadi motivasi
bagi para WNI ilegal tersebut. Dan adanya push factor yaitu para WNI sendiri
dengan berbagai faktor dari faktor penekan, diantaranya yang paling
diinginkan adalah adanya keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan
ekonomi dan kebebasan dalam menganut agama mereka.

Tetapi yang disayangkan adalah ketika para WNI tersebut tidak
memiliki kesadaran hukum, ada yang kurang mengerti tetapi ada juga yang
mengerti. Terdapat beberapa alasan tentang pemahaman hukum, diantaranya
yaitu ketika para WNI tersebut kurang sadar. Mereka tahu tapi tidak
dilaksanakan. Yang kedua yaitu mengerti, mereka tidak tahu dan
dilaksanakan. Yang terakhir yaitu mereka tidak tahu; dimana mereka tidak
tahu dan tidak dilaksanakan.

Selanjutnya upaya yang telah KJRI Davao City lakukan dalam
mengatasi permasalahan WNI pemukim ilegal yaitu terdapat beberapa upaya
yaitu melalui legalisasi. Selain itu WNI pemukim ilegal pun dapat meminta
dan mendaﬁﬁfkan_ I‘Jp‘aya- lain Iy-aitti' melalui ﬁ‘atﬁhralisas'i-, répatﬁasi dan
deportasi. Dimana legalisasi adalah bentuk melegalkan status hukum mereka
dari sisi imigrasi selain Allien Certificate of Registration (ACR), juga terdapat
dalam bentuk Paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), dan

Identification Electronic Card (E-Card atau I-Card). Naturalisasi adalah
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berpindah kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi
Warga Negara Filipina (WNF). Repatriasi adalah pulang atau kembali ke
Indonesia. Ketiga bentuk upaya tersebut tentunya dilakukan oleh KJRI Davao
City sesuai dengan keinginan dan permintaan para WNI ilegal.

Sedangkan untuk deportasi atau pemulangan secara paksa sebenarnya
adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, yang sejauh ini
pemerintah Filipina belum melakukan deportasi terhadap WNI yang berada di
Filipina karena pemerintah Filipina selalu berkoordinasi dengan pihak KJRI
Davao City, Filipina dalam mengatasi permasalah WNI ilegal di Mindanao
Selatan, Filipina.

Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang
dalam hal ini yaitu upaya KJRI Davao City, Filipina dengan melakukan
legalisasi terhadap WNI pemukim ilegal di Mindanao Selatan, Filipina hanya
perlu ditingkatkan, baik itu dalam bentuk survey atau sensus data terhadap.
WNI untuk lebih mengetahui perubahan nyata dan untuk lebih terealisasinya

upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI di Mindanao Selatan,

Filipina.
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